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MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA   

 

 

Yth. 

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis; dan  

4. Para Kepala Satuan Kerja;  

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

 

SURAT EDARAN 

Nomor 04/SE/M/2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

 

A. Umum 

Bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu 

menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

B. Dasar Pembentukan 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); dan 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Tahun 2020 Nomor 554)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1144). 

 

C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan 

manajemen risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

2. Tujuan 

Surat Edaran ini bertujuan menyeragamkan penerapan Manajemen 

Risiko yang menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam 

organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, 

menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan kinerja di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

D. Ruang Lingkup 

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 

1. Definisi; 

2. Prinsip dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko; 

3. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan 

4. Proses Manajemen Risiko. 
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E. Definisi 

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian 

yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. 

2. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, 

mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan 

organisasi. 

3. Proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan 

praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas penetapan 

konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons 

risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. 

4. Register risiko adalah suatu daftar risiko, yang diidentifikasi oleh 

manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. 

5. Pernyataan risiko adalah sesuatu yang tidak diharapkan namun 

berpotensi terjadi kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan, 

serta sesuatu yang diharapkan namun berpotensi tidak terwujud 

berupa peluang yang tidak dapat dimanfaatkan. 

6. Penyebab Risiko adalah peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab 

langsung/hakiki dari kejadian Risiko yang diidentifikasi dapat berupa 

peristiwa atau keadaan baik berasal dari internal maupun eksternal 

Unit Pemilik Risiko dan dalam hal penyebab langsung suatu Risiko 

lebih dari satu, penyebab Risiko diupayakan untuk diurutkan 

berdasarkan urutan signifikansi atau dominasi sebagai penyebab 

kejadian. 

7. Kemungkinan risiko adalah frekuensi kemungkinan terjadinya suatu 

risiko yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan statistik, 

frekuensi kejadian per satuan waktu, atau dengan pendapat ahli.  

8. Dampak Risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan 

setelah Risiko terjadi dan dalam hal dampak langsung lebih dari satu, 

dampak Risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan 

signifikansi atau dominasi sebagai dampak Risiko. 

9. Risiko yang melekat (Inherent risk) adalah risiko yang diidentifkasi 

tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada. 

10. Risiko setelah pengendalian (Controlled Risk) adalah risiko yang 

diidentifkasi dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada 

(existing control). 
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11. Risiko yang direspon adalah risiko yang dievaluasi dengan 

mempertimbangkan respon dan rancangan/inovasi pengendalian 

atas setiap risiko yang diambil. 

12. Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan 

dengan tingkat/level masing-masing risiko.  

13. Level risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan 

yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat 

rendah.  

14. Garis toleransi merupakan garis yang membatasi risiko yang dapat 

diterima dan risiko yang memerlukan respon. 

15. Selera risiko merupakan besaran level risiko yang berada dalam area 

penerimaan oleh pemilik risiko. 

16. Prioritas risiko merupakan urutan besaran risiko dari yang tertinggi 

sampai terendah yang menunjukkan risiko mana yang prioritas 

dilakukan respon risiko. 

17. Unit Kepatuhan Intern yang selanjutnya disebut UKI adalah unit 

kerja struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, 

kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan 

manajemen risiko pada masing-masing unit organisasi. 

18. Unit Kepatuhan Intern tingkat Unit Pelaksana Teknis yang 

selanjutnya disebut UKI UPT adalah tim yang ditunjuk oleh pimpinan 

Unit Organisasi untuk melaksanakan tugas kepatuhan intern pada 

Unit Pelaksana Teknis. 

19. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko. 

20. Pemilik Risiko adalah pimpinan tertinggi pada tingkat 

Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/ 

Satuan Kerja sebagai pihak yang diangggap memiliki tingkat 

akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko. 

21. Pengelola Risiko merupakan pejabat setingkat dibawah Pemilik Risiko, 

yang bertanggung jawab dan membantu Pemilik Risiko dalam 

mengkoordinasikan pengelolaan manajemen risiko, serta memastikan 

adanya komunikasi dalam pengelolaan manajemen risiko kepada 

seluruh pegawai di Unit Pemilik Risiko, dan memastikan pengelolaan 

manajemen risiko tersebut dijalankan dengan benar. 
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F. Prinsip dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

1. Prinsip Manajemen Risiko 

Prinsip Manajemen Risiko merupakan pondasi dalam penerapan 

Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menciptakan dan 

melindungi nilai organisasi. Prinsip Manajemen Risiko adalah: 

a. Terintegrasi; agar manajemen risiko menjadi bagian integral dari 

semua aktivitas organisasi. 

b. Terstruktur dan komprehensif; pendekatan terstruktur dan 

komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap 

hasil yang konsisten dan terstruktur.  

c. Disesuaikan; proses manajemen risiko disesuaikan dan 

proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi 

yang berkaitan dengan sasarannya. 

d. Inklusif; pelibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku 

kepentingan yang memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan 

persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Hal ini menghasilkan 

peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. 

e. Dinamis; manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, 

mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut 

secara sesuai dan tepat waktu. 

f. Ketersediaan informasi terbaik; manajemen risiko secara eksplisit 

memperhitungkan segala bahasan dan ketidakpastian yang 

berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi 

sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku 

kepentingan yang relevan. 

g. Faktor manusia dan budaya; memperhitungkan faktor perilaku 

dan budaya manusia secara signifikan yang dapat mempengaruhi 

semua aspek Manajemen Risiko pada semua tingkat dan tahap. 

h. Perbaikan berkelanjutan; manajemen risiko diperbaiki secara 

berkelanjutan melalui pengalaman. 

 

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

Kerangka kerja manajemen risiko dimaksudkan untuk membantu 

organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam 

aktivitas dan fungsi organisasi. Manajemen risiko dinilai efektif 

apabila terintegrasi ke dalam tata kelola organisasi, termasuk dalam 

pengambilan keputusan.  

 


